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BAB III
PENUTUP
A.Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian yang terdapat dalam Bab II, dapat diambil
beberapa kesimpulan yang terkait dengan disparitas pidana, yaitu
antara lain beberapa hal yang menjadi faktor penyebab disparitas
pidana khususnya dalam kasus korupsi sebagai berikut:

a. Faktor ketentuan Undang-undang yang memberikan Kebebasan
Hakim dalam lembaga peradilan yang merdeka, bebas untuk
memilih jenis dan berat ringannya pidana yang akan
diterapkannya terhadap suatu perkara pidana korupsi, karena
tersedia baginya jenis dan berat ringannya pidana di dalam
pengancaman pidana di dalam Undang-Undang, untuk
mendapatkan pidana yang paling tepat.

b. Faktor pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi,
dimana selalu berdasarkan pada pertimbangan obyektif yang
menyangkut teknis yuridis, jumlah kerugian yang ditimbulkan
dari perbuatan terdakwa, akibat yang timbul dari perbuatan
terdakwa, maupun pertimbangan subyektif/psikologis seperti
usia pelaku, sikap batin, sopan, belum pernah dihukum dan

sebagainya. Hal ini merupakan kebiasaan hakim untuk
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membedakan terdakwa yang satu dengan terdakwa yang lain
dalam setiap memeriksa dan memutus perkara.

c. Rasionalitas hakim yang menjadi dasar putusannya, yang
dipengaruhi oleh profesionalitas hakim yang bersangkutan dalam
menangani perkara, untuk melihat apakah rasionalitas tersebut
sesuai atau tidak dengan teori-teori pemidanaan dan tujuan
pidana, menjadi faktor yang menentukan dalam hal terjadinya
Disparitas Pidana.

d. Dalam memeriksa dan memutuskan perkara korupsi, hakim hanya
berdasarkan pada fakta yang terjadi dan tidak dikaitkan dengan
kemungkinan pencegahan/pemberantasan korupsi, dengan

alasan demi ketepatan, kepastian hukum dan keadilan.

2. Disparitas pidana dalam perkara tindak pidana korupsi pada
dasarnya dapat dibenarkan, sepanjang memiliki alasan-alasan atau
dasar pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan (rasional),
yaitu dijatuhkan berdasarkan pada teori-teori pemidanaan,
mempertimbangkan  tentang  tujuan  pemidanaan  serta
memperhatikan beberapa pedoman pemidanaan yang relevan,

terutama dikaitkan dengan semangat pemberantasan korupsi.
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B. Saran

Sebenarnya, seandainya hakim atau pengadilan sadar bahwa
putusan yang akan dijatuhkan bukan untuk dirinya, tapi disamping
putusan sebagai akta resmi yang mengikat semua pihak yang telibat
didalamnya (Terdakwa, Penuntut Umum, dan Lembaga
Pemasyarakatan), putusan itu juga berupa informasi bagi semua pihak
yang terkait perkara maupun bagi masyarakat. Bahkan bukan hanya
sebagai informasi, tetapi dijadikan bahan kajian dalam ilmu dan
praktek hukum. Oleh karena itu, putusan jangan terlampau dilihat
semata-mata dari segi yuridis, tapi juga dari penyusunan argumentasi
pertimbangan putusan yang rasional ke dalam suatu rangkaian bahasa
yang dapat diikuti jalan pemikiran yang tertuang dalam pertimbangan,
dengan mempergunakan kalimat dan susunan bahasa yang mudah
dicerna oleh orang yang membacanya. Jika aparat penegak hukum
berusaha menyusun jalan pemikiran hukum yang tertuang dalam surat
dakwaan maupun dalam putusan pengadilan, disusun sedemikian
rupa dalam rangkaian kata-kata dan kalimat yang mudah dicerna oleh
orang-orang yang membacanya, mudah-mudahan sinisme bahwa
bahasa hukumlah bahasa yang paling jelek akan lenyap jika mau
menuangkan bahasa hukum itu dalam suatu acuan bahasa yang
sederhana, sistematis, argumentatif dan utuh, dilandasi oleh kesadaran

bahwa putusan yang dijatuhkan mempunyai sisi sebagai konsumsi dan
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informasi buat masyarakat, bukan semata-mata sebagai uraian

pertimbangan untuk hakim atau pengadilan.

Berdasarkan kesimpulan, maka diajukan beberapa saran sebagai

berikut:

1.Karena perkara tindak pidana korupsi berdampak negatif bagi
keuangan dan perekonomian negara, sekaligus dapat merusak moral
bangsa, hendaknya hakim yang mengadili perkara korupsi tersebut,
dengan kewenangan yang ada padanya, lebih fokus memperhatikan,
mengutamakan dalam menerapkan, menemukan dan membentuk
hukum secara konkrit, dimana putusannya demi pencegahan,
penindakan serta pemberantasan korupsi dilandasi pertimbangan-
pertimbangan yang dikaitkan dengan tujuan dan teori pemidanaan
(rasional), agar terhindar dari disparitas pidana yang tidak

diperkenankan.

2. Perlu juga hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara pidana
korupsi  lebih profesional dan rasional dalam putusannya,
berpandangan kedepan dengan mengkaitkan antara putusannya
dengan kemungkinan untuk mencegah pengulangan dan potensi
korupsi demi penegakan hukum serta integritas lembaga peradilan

yang tetap terjaga kehormatannya.
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3. Hendaknya semua pihak turut serta dalam proses pengawasan
terhadap proses peradilan terutama terhadap peradilan perkara
korupsi, sebagai fungsi kontrol terhadap putusan hakim yang tidak
rasional, demi penegakan hukum untuk mencapai kepastian,

kemanfaatan, dan keadilan.
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